PERUMAHAN
2018

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 1, LD 2018/NO. 1, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK: -

CATATAN : -

Untuk keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan
perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana,
sarana dan utilitas pada kawasan perumahan oleh perorangan dan/atau
pengembang kepada Pemerintah Daerah dan untuk mewujudkan tertib
administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan
dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13
Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007;
UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9
Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014.
Perorangan dan/atau Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan : paling
lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan sesuai dengan rencana
tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perumahan dan permukiman. Pemerintah Daerah menerima penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenubhi
persyaratan : umum; teknis; dan administrasi. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2018.

Perorangan dan/atau Pengembang yang berbadan hukum atau bukan badan
hukum yang telah melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman paling lambat 2 (dua) tahun sejak

diundangkannya Peraturan Daerah ini.



